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BAB V 

PENUTUP 

5. 1 KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dari uraian pembahasan diatas maka penulis 

dapat menarik suatu kesimpulan antara lain : 

1. Hasil analisis Penulis meliputi Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Kotamobagu dalam Putusan No. 222 / Pid.B / 2014 / PN. Ktg bahwa 

berdasarkan ketentuan  Pasal 170 Ayat (1) KUHP Jo  Pasal 64 Ayat (1) 

yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap 

barang yaitu pipa air bersih dimana telah memenuhi seluruh unsur – 

unsur Pasal tersebut meliputi : 

a. Unsur barang siapa; 

b. Unsur melakukan kekerasan; 

c. Unsur dimuka umum atau terang – terangan; 

d. Unsur Bersama – sama; 

e. Ditujukan kepada barang yang mengakibatkan 

barang menjadi rusak; 

Oleh karena telah memenuhi semua unsur telah dipenuhi yang 

diselaraskan dengan fakta – fakta hukum sebagaimana sesuai yang 

telah terungkap dipersidangan alat bukti yang sah, yang berupa 

keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa maka penulis 

berpendapat bahwa penerapannya telah tepat. 
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2. Pertimbangan Majelis Hakim yang mengadili perkara No. 222 / Pid. B 

/ 2014 / PN. Ktg menurut penulis sudah begitu objektif karena telah 

menggunakan pertimbangan yuridis dan sosiologis, 

Mempertimbangkan alasan pembenar dan pemaaf namun selama 

pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf 

dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum 

perbuatan yang dilakukan para terdakwa,  mempertimbangkan hal –hal 

yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan Para Terdakwa, 

dan juga telah memiliki kepekaan menilai berdasar fakta – fakta hukum 

dan rasa keadilan sebelum menjatuhkan sanksi pidana  kepada 

terdakwa, sebagaimana yang di amanatkan Pasal 5 Ayat (1)  Undang – 

undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyebutkan bahwa hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai – nilai  hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat hakim mempertimbangkan keadaan – keadaan terdakwa 

sesuai dengan realita yang ada. Dan juga memang seharusnya demikian 

sehingga kedepan putusan yang merapkan karya hakim tersebut dapat 

menjadi acuan guna untuk menjadi acuan dalam perubahan masyarakat 

agar masyarakat memiliki penghidupan yang lebih baik. 

5.2. Saran 

a. Daya kreativitas hakim sangat dibutuhkan untuk menghasilkan putusan – 

putusaan yang berfungsi sebagai a tool of social engineering untuk itu 

hakim harus selalu memutus suatu perkara hendaknya selalu 
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melaksanakan amanat Pasal 5 Ayat (1)  Undang – undang No. 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim 

konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai  hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hakimm 

mempertimbangkan keadaan – keadaan terdakwa sesuai dengan realita 

yang ada. 

b. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana hakim baiknya mempertimbangkan 

dan memperhatikan apa sebenarnya tujuan pemidanaan bukan untuk 

pembalasan akan tetapi lebih ditujukan segi edukatifnya yaitu mendidik 

dan memberikan pembinaaan kepada pelaku ( Para Terdakwa ) tindak 

pidana agar tidak melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana 

lainnya sehingga pada akhirnya dapat hidup bersama masyarakat dengan 

aman dan tentram. 

c. Untuk masyarakat dalam hal tindak pidana pengrusakan barang baiknya 

mencegah dan menghindari dan tidak bertindak main hakim sendiri  agar 

tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dan juga sebagai wujud  warga 

negara yang peduli dan sadar akan aturan hukum. 
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